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          Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena
otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat
pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear.
Financial Technology merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan
antara financial service dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada
masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis
fintech di bidang pembiayaan ialah peer to peer lending. Peer to Peer
Lending (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan
berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya
waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman
yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami
kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.
          Saat ini bisnis fintech di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi
yang berlaku atas fintech diharapkan dapat mengembangkan industri
keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan
bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa
keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya
regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus
mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman
bermasalah, ambang batas rasio NPL (Non-Performing Loan), serta
implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi
mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.
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Pengaturan Financial Technology Peer to Peer Lending 
di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa 

Mendatang)  
 

Inda Rahadiyan1 
 

 

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya digitalisasi telah 

memperkenalkan teknologi produksi barang dan jasa massal yang fleksibel. Revolusi ini 

memunculkan berbagai inovasi teknologi hampir di segala bidang, tak terkecuali bidang 

keuangan. Pada konteks makro, kemajuan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap 

ekonomi dan keuangan.2 Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah fintech 

merupakan contoh dari wujud digitalisasi masif pada penyelenggaraan jasa keuangan. 

Fintech menjadi sebuah layanan unggul karena keberhasilannya dalam menggabungkan 

antara financial service dan new technology. Kemunculan dan perkembangan Fintech saat ini 

telah menjadi solusi akses keuangan khususnya bagi kelompok masyarakat yang 

mengalami hambatan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.3  

Pesatnya perkembangan Fintech tidak dapat dipisahkan dari penetrasi internet dan 

smartphone. Hal ini dapat dipahami mengingat keduanya membuat konektivitas menjadi 

lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan (Business-to-Peer/B-to-P), perorangan 

kepada perorangan (Peer-to-Peer/P-to-P), dan pemerintah (Government) kepada perorangan 

(Government) kepada perorangan (Government-to-Peer/G-to-P).4 Perusahaan di sektor 

pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi 

dalam menjual produk jasa keuangannya. Salah satu jenis fintech yang mengalami 

perkembangan signifikan di Indonesia adalah peer to peer lending (selanjutnya disebut 

sebagai P2P Lending).5 

P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan 

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet.6 Perkembangan industri P2P Lending 

di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari dua faktor yaitu jumlah penyelenggara terdaftar 

dan berizin serta jumlah penyaluran dana.  

 

 
1 Dosen Hukum Perdata-Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahasiswa Program 

Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email: 134100109@uii.ac.id 

2 Retna Gumanti, Reconceptualizing Consumer Contracts in The Philosophical Perspective of Pancasila, Prophetic Law 
Review 1, no. 1, Tahun 2019, hlm. 37–57. 

3 Risna Kartika, Nana Darna, dan Iwan Setiawan, Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia, Akuntabilitas : 
Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 12, No.2, Tahun 2019, hlm. 76 (76-86). 

4 Rinitami Njatrijani, Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia, Diponegoro 
Private Law Review, Vol.4, No.1, February 2019, hlm. 463.  

5 Ibid, hlm. 464.  
6 Pasal 1 Angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  
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Hingga 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending yang 

terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 125 perusahaan. Terdapat penambahan 

penyelenggara dan juga beberapa pembatalan tanda bukti terdaftar. Pembatalan terjadi 

akibat penyelenggara tidak memenuhi beberapa ketentuan dalam peraturan OJK dan juga 

ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional. Terdapat perbedaan 

antara penyelenggara berizin dan terdaftar. Penyelenggara yang berizin merupakan 

perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen. Sedangkan penyelenggara terdaftar 

merupakan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen 

dan wajib mengajukan permohonan izin permanen kepada OJK.7 

Eksistensi P2P Lending secara tegas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Sebagai aturan pelaksana bagi penyelenggaraan P2P Lending, secara 

mendasar POJK dimaksud tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang OJK (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Berdasarkan Undang-Undang 

OJK, pengaturan dan pengawasan fintech P2P Lending yang merupakan bagian dari 

sektor jasa keuangan hendak ditujukan untuk:  

1. Menciptakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel  
2. Memberikan perlindungan konsumen & masyarakat  

 
7 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-

Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 11.19 
WIB.  

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx
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3. Menciptakan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan 
suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan 
efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga 
alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan 

dan stabilitas perekonomian nasional.8 
 

Dalam tataran praktik, upaya untuk mewujudkan tujuan pengaturan dan 

pengawasan dimaksud setidaknya dihadapkan pada tiga tantangan utama:  

1. Desentralisasi sistem keuangan.  

2. Asimetri informasi 

3. Moral hazard 

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia yang masih berada dalam masa 

pemulihan saat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan industri P2P 

Lending. Secara khusus, tantangan dimaksud berkaitan dengan:9 

a. Eksplorasi ekosistem. Potensi ekonomi digital dan pangsa pasar dalam ekosistem 
sangat besar dan menjadi kunci kesuksesan dan kesinambungan bisnis P2P Lending.   

b. Bunga dan biaya pinjaman. Tingginya bunga dan biaya pinjaman masih menjadi 
keluhan utama bagi para borrower.  

c. Keandalan sistem elektronik & credit scoring. Credit scoring yang baik dapat menjadi 
kunci menjaga kualitas pinjaman. Butuh keandalan sistem elektronik dan dukungan 
big data & artificial intelligence yang lebih baik.  

d. POJK baru. POJK baru juga merupakan salah satu tantangan di industri P2P Lending 
dan bagi regulator serta pengawas.  

e. Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Mempersiapkan compliance 
penggunaan data pribadi sesuai UU PDP demi meningkatkan keamanan dan 
mitigasi penyalahgunaan data pribadi.  

f. Edukasi publik dan fintech P2P Illegal. Peningkatan efektivitas edukasi publik, 
khususnya terkait pemahaman berinteraksi secara digital, risiko transaksi P2P 
Lending , dan terkait fintech illegal.  
 

Pada konteks yang lebih umum, kemunculan dan perkembangan Fintech P2P 

Lending di Indonesia telah memunculkan implikasi tersendiri baik implikasi positif 

berupa manfaat maupun implikasi negatif berupa risiko. Implikasi positif utama dari 

perkembangan P2P Lending adalah fungsinya dalam meningkatkan indeks inklusi 

keuangan.  

Sementara itu, risiko yang muncul dari penyelenggaraan P2P Lending ini terbagi 

atas risiko makro dan mikro. Risiko makro dalam penyelenggaraan P2P Lending berupa 

contagion risk, prosiklikalitas dan too big too fail.  Sedangkan risiko makro dari 

penyelenggaraan P2P Lending berupa risiko keuangan dan risiko operasional.  
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Risiko-risiko yang muncul dalam penyelenggaraan fintech turut disebabkan oleh 

terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Selain itu, risiko mikro berkorelasi erat dengan 

persoalan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna. Menurut perspektif pengguna, 

risiko fintech P2P Lending terbagi menjadi 5 yaitu : 10 

a. Jebakan pinjaman dan kelebihan peminjaman  
b. Beban pinjaman yang tidak perlu  
c. Kualitas produk yang buruk  
d. Kesalahan informasi akibat kurangnya transparansi  
e. Pelanggaran data pribadi  
f. Pelanggaran keamanan data pribadi.  

 
Berkaca dari hal-hal sebagaimana diuraikan, maka pengaturan dan pengawasan 

fintech P2P Lending sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan harus dilakukan dengan 

memposisikan teknologi sebagai ciri utama dari suatu inovasi. Perkembangan financial 

technology telah menjadi fenomena tidak terbantahkan. Pada satu sisi, kemunculan dan 

penerapannya telah memberikan banyak kemanfaatan. Namun di sisi lain perkembangan 

financial technology terutama industri P2P Lending juga melahirkan berbagai risiko yang 

tidak terhindarkan. Dalam konteks ini hukum harus mampu memberikan pengaturan dan 

perlindungan yang memadai sekaligus mendorong keberlanjutan inovasi dan 

pertumbuhan ekonomi.  
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